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BAB V  

 

 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penellitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pada 

dasarnya tidak terlepas dari keinginan dan harapan pemerintah untuk 

menciptakan serta mewujudkan tertib hukum di masyarakat dalam 

bidang pertanahan. Camat yang ditunjuk berdasarkan surat Menteri 

Agraria selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan 

perpanjangan tangan Pemerintah dalam urusan pertanahan khususnya 

dalam memenuhi legalitas hukum tanah bagi masyarakat yang 

wilayahnya termasuk dalam zona yang masih jauh dan sulit dijangkau 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian melalui Camat 

yang menjadi pemimpin masyarakat dalam wilayah kecamatan 

berdasarkan Pertauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Republik Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditunjuk 

Camat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) 

dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan 

legalitas hukum tanah. Peran atau kewajiban Camat selaku Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara dalam sisi hukum memiliki 
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kedudukan yang sama dengan peran dan kewajiban Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Notaris.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi Camat selaku Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Sementara dalam rangka mewujudkan tertib hukum tidak 

terlepas dari tiga hal pertama,desakan kebutuhan yang berakibat pada 

pengalihan status tanah secara terburu-buru sehingga legalitas status 

hukum atas tanah yang dialihkan tersebut menjadi terabaikan. 

Misalnya tanah warisan yang segera ingin dialihkan oleh para ahli 

waris. Keduan, Terjadinya perbedaan kehendak diantara ahli waris 

terhadap tanah yang menjadi objek untuk dialihkan, dimana tidak 

semua ahli waris berkeinginan urnuk menjual harta waris dengan 

segera, sehingga dalam pelaksanaan peralihan hak waris menjadi 

terhambat. Ketiga, permasalahan yang timbul sebelum akta jual beli 

ditandatangani. Adanya pihak lain yang merasa berhak atas tanah 

yang diperjual belikan tetapi namanya tidak tercantum di dalam 

sertipikat. Hal ini dapat/bisa terjadi karena adanya unsur kelalaian atau 

adanya unsur kesengajaan dari pihak lainnya yang bersangkutan 

sehingga mengakibatkan nama yang seharusnya tercantum dalam 

sertipikat itu tidak ada.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Dalam meningkatkan peran camat selaku Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Sementara dalam rangka mewujudkan tertib hukum dalam 

bidang pertanahan, maka perlu untuk membangun sinergitas secara 

erat dan baik antara masyarakat sebagai komponen yang diatur dengan 

pemerintah dalam hal ini camat beserta jajarannya sebagai komponen 

pengatur untuk saling mendukung dengan sama-sama bersikap secara 

proaktif dalam mewujudkan tertib hukum terhadap status hukum tanah 

masyarakat. 

2. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi camat selaku Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara dalam rangka mewujudkan tertib 

hukum dalam bidang pertanahan, maka perlu untuk melakukan 

kegiatan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat terhadap 

pentingnya pendftaran tanah dalam rangka mewujudkan tertib hukum 

pertanahan dan memberikan pembekalan kepada camat yang akan 

diangakat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam 

rangka untuk meningkatkan kompetensi camat dalam melaksanakan 

tugasnya dalam bidang pendaftaran tanah. 
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